
PERATURANBUPATIKLUNGKUNG 

NOMOR I I TAHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 14 TAHUN 2008 
TENT ANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KLUNGKUNG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah 
Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan 

Badan Permusyawaratan Desa dan dengan memperhatikan situasi dan 
kondisi yang berkembang, perlu diadakan penyesuaian terhadap Peraturan 
Bupati Klungkung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan 
Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Klungkung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Klungkung tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD); 

I. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah  
daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang--Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terak.hir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan 
Bentuk Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; 

• Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14 Tahun 2010 tentang 
$umber Pendapatan Desa; 

12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD); 

13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR I4 TAHUN 2008 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diubah sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal I5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 5 

(I) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dialokasikan sebagai berikut: 

a. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 5 (lima) orang alokasi bantuan 
sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan 
Bentuk Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor IO Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14 Tahun 2010 tentang 
Swnber Pendapatan Desa; 

12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD); 

13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atus Peraturan Bupati Klungkung Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

MEMUTUSKAN ; 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR I4 TAHUN 2008 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diubah sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, schingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dialokasikan sebagai berikut: 

a. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 5 (lima) orang alokasi bantuan 
sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) 

103 



b. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 7 (tujuh) orang alokasi bantuan 
scbesar 30 % (tiga puluh perseratus) 

c. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 9 (sembilan) orang alokasi bantuan 
scbesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) 

d. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1H (sebelas) orang alokasi bantuan 
sebesar 40 % (empat puluh perseratus) 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung. 

Ditetapkan di Semarapura 
pada-±agggat25 Maret 2011 

'UNG. 

Diundangkan di Semarapura 
pada tanggal 25 Maret 2011 

1yERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, 

KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011 NOMOR H 
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